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Abstract: Standard contracts, commonly referred to as adhesion contracts, are widely used in 

modern business transactions to enhance efficiency and streamline the agreement process 

between businesses and consumers. The primary objective of utilizing such contracts is to 

reduce negotiation time, lower transaction costs, and expedite mutual agreements. However, 

in practice, standard contracts often create an imbalance in business relationships, as they are 

typically drafted by business entities without allowing room for consumer negotiation. This 

situation may lead to unfair terms, particularly when contract clauses are unilateral and 

disadvantageous to consumers. Therefore, adequate regulation is necessary to ensure that 

standard contracts provide benefits without compromising consumer rights.This study aims to 

examine the role of standard contracts in business transactions, the advantages they offer, and 

the potential issues that may negatively impact consumers. Using a normative approach, this 

research analyzes legal provisions governing standard contracts and reviews several business 

case studies. The findings indicate that while standard contracts enhance transaction 

efficiency, consumer protection mechanisms are essential to mitigate unfair contractual 

clauses. Efforts to address these issues include strengthening regulatory oversight by consumer 

protection authorities, imposing sanctions on businesses that misuse standard contracts, and 

increasing public awareness of consumer rights in business transactions. By implementing 

these measures, a balance between business interests and consumer protection can be 

achieved, fostering a fairer and more sustainable transactional system 
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Abstrak: Perjanjian baku merupakan bentuk kontrak standar yang banyak digunakan dalam 

transaksi bisnis modern guna meningkatkan efisiensi serta menyederhanakan proses perjanjian 

antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan utama dari penggunaan perjanjian ini adalah untuk 

mengurangi waktu negosiasi, menekan biaya transaksi, serta mempercepat kesepakatan antara 

kedua belah pihak. Praktiknya, perjanjian baku sering kali memunculkan ketimpangan dalam 

hubungan bisnis karena umumnya disusun oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang 

negosiasi bagi konsumen. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan, terutama jika klausul 

dalam perjanjian bersifat sepihak dan merugikan konsumen. Regulasi yang memadai 

diperlukan agar perjanjian baku tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak 
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konsumen.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi perjanjian baku dalam transaksi 

bisnis, keuntungan yang ditawarkan, serta berbagai potensi permasalahan yang dapat 

merugikan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis 

ketentuan hukum yang mengatur perjanjian baku serta mengkaji beberapa studi kasus dalam 

dunia bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian baku mampu 

meningkatkan efisiensi transaksi, tetap diperlukan mekanisme perlindungan konsumen agar 

klausul yang bersifat merugikan dapat diminimalkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain 

dengan memperkuat pengawasan oleh otoritas perlindungan konsumen, menerapkan sanksi 

bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan perjanjian baku, serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, 

keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen dapat terwujud, 

menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Efisiensi Transaksi, Perlindungan Konsumen 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam 

dunia bisnis, termasuk dalam cara transaksi dilakukan. Untuk meningkatkan efisiensi dan 

mempercepat proses transaksi, banyak pelaku usaha menerapkan perjanjian baku, yaitu 

kontrak standar yang disusun secara sepihak dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Konsumen yang ingin menggunakan produk atau layanan tertentu hanya dapat 

menerima perjanjian tersebut tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi. Penggunaan 

perjanjian baku dinilai efektif dalam mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses 

transaksi, serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. 

Penerapan perjanjian baku juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal 

keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam banyak kasus, isi 

perjanjian baku lebih menguntungkan pihak penyusun kontrak, sementara konsumen berada 

dalam posisi yang lebih lemah karena minimnya ruang untuk tawar-menawar. Beberapa 

klausul dalam perjanjian ini bahkan dapat merugikan konsumen, seperti pembatasan tanggung 

jawab pelaku usaha, klausul yang membebaskan penyedia layanan dari tuntutan hukum, atau 

ketentuan lain yang membatasi hak konsumen dalam menyelesaikan sengketa. 

Perlindungan konsumen telah diakui dalam berbagai regulasi hukum di tingkat nasional 

maupun internasional. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin 

hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas, hak atas rasa aman dalam 

bertransaksi, serta hak untuk terhindar dari ketentuan yang merugikan. Oleh sebab itu, perlu 

ada keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kepastian hukum bagi konsumen agar transaksi 

tetap berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. 

Regulasi mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan 

kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih banyak 

tantangan dalam penerapannya, khususnya dalam pengawasan terhadap perjanjian baku yang 

digunakan oleh berbagai industri, seperti perbankan, asuransi, e-commerce, serta layanan 

digital. Tidak jarang, perusahaan tetap menerapkan perjanjian baku dengan klausul yang 

merugikan konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang 

ada dalam melindungi hak-hak konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perjanjian baku dalam transaksi 

bisnis dengan menyoroti dua aspek utama, yaitu efisiensi bagi pelaku usaha dan perlindungan 

hukum bagi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap 

regulasi yang berlaku, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana perjanjian baku dapat 
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diterapkan secara adil dan proporsional. Selain itu, jurnal ini juga akan meninjau beberapa 

putusan pengadilan serta studi kasus yang relevan guna memahami implementasi perlindungan 

hukum bagi konsumen yang terikat dalam perjanjian baku. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Perjanjian Baku dalam Transaksi 

Bisnis : Antara Efisiensi dan Perlindungan Konsumen“ dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 
1) Bagaimana pengaruh penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis terhadap efisiensi 

operasional pelaku usaha serta dampaknya terhadap hak-hak konsumen? 

2) Bagaimana regulasi hukum di Indonesia menjamin keseimbangan antara efisiensi 

penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen? 

 

METODE 

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis regulasi yang mengatur perjanjian baku dalam 

transaksi bisnis serta dampaknya terhadap efisiensi bisnis dan perlindungan konsumen. 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang 

berkaitan dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, serta regulasi lainnya. 

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pemahaman tentang prinsip 

dasar perjanjian baku, efisiensi dalam transaksi bisnis, serta perlindungan konsumen 

berdasarkan teori hukum dan pandangan akademisi. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi 

pendekatan kasus (case approach) dengan meninjau berbagai putusan pengadilan yang 

berkaitan dengan perjanjian baku guna memahami implementasi hukum dalam penyelesaian 

sengketa yang melibatkan klausul baku. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perjanjian baku dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder meliputi 

berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang membahas isu terkait. 

Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta 

sumber referensi lainnya yang memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep perjanjian 

baku dalam transaksi bisnis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan, literatur 

akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-

kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai 

regulasi serta teori hukum terkait perjanjian baku. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh 

mana regulasi yang ada dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan perlindungan 

konsumen serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi agar lebih adil dan berpihak 

pada kepentingan kedua belah pihak. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat 

memberikan wawasan yang berkontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih 

proporsional dalam praktik perjanjian baku di Indonesia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Pengaruh Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis terhadap Efisiensi 

operasional pelaku usaha serta dampaknya terhadap hak-hak konsumen 

Perjanjian baku merupakan alat yang banyak digunakan dalam dunia bisnis untuk 

meningkatkan efisiensi operasional,dengan adanya perjanjian yang sudah ditetapkan 

sebelumnya, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa perlu melalui 

negosiasi ulang setiap kali terjadi kesepakatan. Hal ini sangat bermanfaat bagi sektor usaha 

yang memiliki volume transaksi tinggi, seperti perbankan, asuransi, e-commerce, layanan 

telekomunikasi, serta berbagai platform digital lainnya. Selain meningkatkan efisiensi 

waktu, penerapan perjanjian baku juga membantu perusahaan dalam mengurangi 

kesalahan administratif serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 

terlibat. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis 

tanpa harus terus-menerus menyusun kontrak baru untuk setiap transaksi yang dilakukan. 

Penggunaan perjanjian baku juga menimbulkan tantangan, terutama dalam aspek 

perlindungan konsumen. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan posisi tawar antara 

pelaku usaha dan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki kesempatan 

untuk menegosiasikan isi perjanjian karena seluruh ketentuan telah ditetapkan sepihak 

oleh pelaku usaha. Akibatnya, konsumen sering kali hanya memiliki dua pilihan, yaitu 

menerima seluruh isi perjanjian atau membatalkan transaksi secara keseluruhan. Keadaan 

ini dapat menimbulkan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang 

merugikan konsumen, seperti pembatasan tanggung jawab perusahaan, penghapusan hak 

konsumen untuk mengajukan gugatan, atau ketentuan lain yang bersifat sepihak dan 

merugikan. 

Permasalahan lain yang sering muncul dalam perjanjian baku adalah penggunaan 

bahasa hukum yang sulit dipahami oleh konsumen awam. Banyak perusahaan menyusun 

kontrak dengan istilah yang kompleks dan kalimat yang panjang, sehingga menyulitkan 

konsumen untuk memahami hak serta kewajiban mereka. Kurangnya transparansi dalam 

penyampaian informasi mengenai perjanjian ini semakin memperburuk keadaan. Banyak 

konsumen yang menandatangani kontrak tanpa membaca atau memahami isi perjanjian 

secara mendalam karena keterbatasan waktu atau karena menganggap ketentuan dalam 

perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Akibatnya, ketika terjadi sengketa di kemudian hari, 

konsumen sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan kesulitan 

memperjuangkan hak-haknya. 

Regulasi tentang perjanjian baku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa klausul dalam 

perjanjian baku yang merugikan konsumen dapat dianggap tidak sah dan batal demi 

hukum, meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang tetap 

mencantumkan klausul yang tidak adil dengan asumsi bahwa konsumen tidak akan 

membaca atau memahami isi perjanjian secara mendalam. Lemahnya pengawasan serta 

minimnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka membuat praktik penggunaan 

klausul yang merugikan ini masih sering terjadi, oleh karena itu, diperlukan langkah-

langkah yang lebih tegas dalam menegakkan regulasi yang ada serta meningkatkan 

pemahaman konsumen agar mereka lebih berhati-hati sebelum menyetujui suatu perjanjian 

baku. 

Penyeimbangan efisiensi bisnis dengan perlindungan konsumen, diperlukan kerja 

sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai 

konsumen. Pemerintah harus memperkuat peraturan dan meningkatkan pengawasan 

terhadap penerapan perjanjian baku, termasuk mewajibkan perusahaan untuk 

menyediakan kontrak yang lebih transparan dan mudah dimengerti. Selain itu, mekanisme 

pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan oleh ketentuan 
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perjanjian baku yang tidak adil harus ditingkatkan. Sementara itu, pelaku usaha perlu 

menyadari bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada efisiensi operasional, 

tetapi juga pada kepercayaan dan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, mereka harus 

memastikan bahwa perjanjian baku yang digunakan tetap berlandaskan prinsip keadilan 

dan keterbukaan. 

Peningkatan edukasi bagi konsumen juga menjadi langkah yang penting agar 

mereka lebih memahami hak-haknya dalam transaksi bisnis. Konsumen perlu lebih cermat 

dalam membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menyetujuinya serta lebih aktif 

dalam mencari informasi mengenai perlindungan hak mereka. Salah satu solusi yang dapat 

diterapkan adalah mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan ringkasan kontrak dengan 

bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Beberapa negara telah menerapkan 

kebijakan ini untuk meningkatkan transparansi dan membantu konsumen mengetahui 

risiko serta hak mereka sebelum menyetujui suatu perjanjian. Jika langkah-langkah serupa 

diterapkan di Indonesia, keseimbangan antara efisiensi bisnis dan perlindungan konsumen 

dapat terwujud, sehingga perjanjian baku tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi 

juga tetap menjamin hak-hak konsumen secara adil. 

2) Regulasi Hukum di Indonesia menjamin Keseimbangan antara Efisiensi Penggunaan 

Perjanjian Baku oleh Pelaku Usaha dan Perlindungan Hak-Hak Konsumen? 

Regulasi hukum di Indonesia telah mengatur penggunaan perjanjian baku dalam 

transaksi bisnis guna menciptakan keseimbangan antara efisiensi bagi pelaku usaha dan 

perlindungan hak-hak konsumen. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 

Perlindungan Konsumen), yang melarang adanya klausul dalam perjanjian baku yang 

memberikan kewenangan mutlak kepada pelaku usaha atau merugikan konsumen. 

Penggunaan perjanjian baku memberikan keuntungan signifikan bagi dunia usaha, 

khususnya dalam meningkatkan efisiensi operasional karena memungkinkan transaksi 

berjalan lebih cepat dan terorganisir. Industri seperti perbankan, asuransi, telekomunikasi, 

dan e-commerce secara luas menerapkan perjanjian baku sebagai standar dalam interaksi 

mereka dengan pelanggan. Dengan adanya dokumen kontrak yang telah ditentukan 

sebelumnya, pelaku usaha dapat menekan biaya administrasi dan mempercepat transaksi, 

sehingga meningkatkan daya saing mereka. 

Perjanjian baku memberikan keuntungan dari segi efisiensi, dampak negatifnya 

terhadap konsumen tetap perlu menjadi perhatian. Praktiknya, banyak perjanjian baku 

disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk 

menegosiasikan isi kontrak. Akibatnya, konsumen sering kali harus menerima ketentuan 

yang kurang adil, seperti pasal yang membebankan tanggung jawab lebih besar kepada 

mereka atau membatasi hak mereka untuk mengajukan keluhan atas layanan yang 

diterima, oleh sebab itu, regulasi hukum berperan dalam menyeimbangkan kepentingan 

bisnis dengan hak-hak konsumen, sehingga transaksi tetap berlangsung secara adil dan 

transparan. 

Pemerintah Indonesia juga menerapkan regulasi tambahan guna memastikan 

penggunaan perjanjian baku tidak merugikan konsumen, yakni Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, yang mengatur transparansi dalam perdagangan 

berbasis elektronik. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi 

yang jelas mengenai perjanjian sebelum disetujui oleh konsumen, sehingga mereka dapat 

memahami hak dan kewajibannya dengan baik sebelum terikat dalam kontrak. Aturan ini 

juga bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital serta mencegah 

praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti pencantuman klausul sepihak yang 

membatasi hak pengembalian barang atau pengaduan atas layanan yang diberikan. 
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Implementasi di lapangan tetap masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu 

kendala utama adalah kurangnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dalam 

perjanjian baku. Konsumen berdatangan menandatangani perjanjian tanpa membaca atau 

memahami isi dokumen secara menyeluruh, sehingga mereka tidak menyadari adanya 

ketentuan yang dapat merugikan mereka di kemudian hari. Selain itu, pengawasan 

terhadap pelaku usaha yang masih mencantumkan klausul tidak adil dalam perjanjian baku 

juga belum maksimal, meskipun UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausul 

yang merugikan konsumen batal demi hukum, masih banyak pelaku usaha yang tetap 

menggunakannya dengan harapan konsumen tidak mengajukan protes atau gugatan. 

Keseimbangan antara efisiensi bisnis dan perlindungan konsumen dapat diciptakan 

dengan beberapa langkah harus diterapkan secara lebih efektif. Pertama, pelaku usaha 

harus diwajibkan untuk menyusun perjanjian baku menggunakan bahasa yang lebih 

sederhana serta menyediakan ringkasan kontrak agar lebih mudah dipahami oleh 

konsumen, saat ini banyak perjanjian menggunakan terminologi hukum yang rumit, 

sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Dengan adanya ringkasan kontrak yang 

jelas dan mudah dipahami, konsumen diharapkan dapat lebih bijak dalam mengambil 

keputusan sebelum menandatangani perjanjian. 

Kedua, pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen perlu lebih aktif dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi bisnis. 

Kampanye edukasi harus diperkuat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, iklan 

layanan masyarakat, serta penyelenggaraan seminar dan pelatihan. Dengan meningkatnya 

pemahaman masyarakat, konsumen akan lebih berhati-hati dalam menyetujui perjanjian 

baku serta lebih siap untuk menolak ketentuan yang tidak adil. 

Ketiga, pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penggunaan perjanjian baku 

harus diperketat dengan menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang tetap mencantumkan 

klausul yang merugikan konsumen. Pemerintah dapat memperkuat peran lembaga 

pengawas seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta bekerja sama 

dengan organisasi masyarakat sipil untuk memantau praktik bisnis yang dapat merugikan 

konsumen. Pemberian denda lebih besar serta penerapan sanksi administratif yang lebih 

berat terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan dapat menjadi langkah efektif untuk 

memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 

Keempat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus diperkuat agar 

konsumen yang merasa dirugikan dapat dengan mudah mengajukan keluhan dan 

memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Proses pengaduan yang lebih sederhana, 

cepat, dan berbiaya rendah dapat mendorong lebih banyak konsumen untuk melaporkan 

ketidakadilan yang mereka alami dalam transaksi bisnis. Selain itu, penyelesaian sengketa 

melalui mediasi dan arbitrase juga harus lebih dioptimalkan agar kasus-kasus yang 

berkaitan dengan perjanjian baku dapat diselesaikan secara efisien tanpa melalui jalur 

peradilan yang panjang dan mahal. 

Keberadaan regulasi yang kuat serta penerapan yang lebih efektif, keseimbangan 

antara efisiensi bisnis dan perlindungan konsumen dapat terwujud. Perjanjian baku tidak 

hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi operasional, 

tetapi juga tetap menjamin hak-hak konsumen secara adil. Oleh karena itu, kerja sama 

antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan 

ekosistem bisnis yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Kesadaran semua pihak 

mengenai pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis menjadi faktor utama dalam 

membangun lingkungan ekonomi yang sehat serta berorientasi pada kesejahteraan 

bersama. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Penerapan perjanjian baku membawa dampak positif bagi pelaku usaha dalam 

meningkatkan efisiensi operasional, dengan adanya perjanjian baku, transaksi dapat dilakukan 

lebih cepat, biaya administrasi menjadi lebih hemat, serta standar layanan dapat diterapkan 

secara lebih seragam, namun di sisi lain penggunaan perjanjian baku juga dapat merugikan 

konsumen jika terdapat klausul-klausul yang tidak adil, seperti ketentuan yang lebih 

menguntungkan pelaku usaha atau membatasi hak konsumen untuk menyampaikan keluhan 

dan memperoleh kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efisiensi bisnis 

dan perlindungan hak konsumen agar perjanjian baku dapat memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak. 

Aspek regulasi hukum di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan 

untuk memastikan bahwa perjanjian baku tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh 

pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi terkait lainnya berfungsi 

untuk mencegah adanya klausul yang merugikan konsumen. Upaya pengawasan terhadap 

praktik bisnis serta edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen terus 

dilakukan guna menciptakan lingkungan transaksi yang lebih adil dan transparan, namun 

tantangan masih tetap ada, terutama dalam implementasi regulasi dan peningkatan kesadaran 

konsumen terhadap perlindungan hukum yang tersedia. 

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa 

perjanjian baku tetap menjadi instrumen yang efektif dalam transaksi bisnis tanpa mengabaikan 

hak konsumen. Penerapan regulasi yang ketat, transparansi dalam pembuatan perjanjian, serta 

peningkatan literasi konsumen mengenai hak-hak mereka merupakan langkah utama dalam 

mencapai keseimbangan antara efisiensi bisnis dan perlindungan konsumen di Indonesia. 
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